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ABSTRAK

Implementasi Kebijakan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Bidang
Keagamaan di Kementerian Dalam Negeri

Fandi Prawira Gustama?, Arifiani Widjayanti?, Firman Hadi Rivai®
Politeknik STIA LAN Jakarta®?3
fandigustama@gmail.com

Dua dekade pasca reformasi, demokrasi di Indonesia berjalan fluktuatif. Sebagai
salah satu pilar penting dalam demokrasi, Ormas berperan dalam memperjuangkan
hak-hak sipil masyarakat dalam ruang umum. Tentunya banyak dinamika
problematika Ormas di Indonesia seperti aksi premanisme oknum Ormas, dualisme
kepemimpinan Ormas dan masalah lainnya. Dalam hal ini, pemerintah mempunyai
kebijakan pengawasan Ormas untuk mengatasi berbagai masalah Ormas di
Indonesia. Dalam tesis ini, penulis melihat apa saja faktor yang menyebabkan
implementasi kebijakan pengawasan ormas belum optimal dan strategi apa yang
dapat digunakan untuk mengatasi hambatan pengawasan ormas tersebut. Masalah
yang ada diuraikan dan dianalisis menggunakan Teori Grindle yang melihat
implementasi dari dua faktor yaitu isi kebijakan (content of policy) dan konteks
implementasi (context of implementation). Teknik yang digunakan adalah
pendekatan kualitatif dengan data diperoleh secara studi kepustakaan dan
wawancara narasumber. Dalam penelitian diketahui bahwa faktor yang
mempengaruhi implementasi yang tidak optimal pada kebijakan pengawasan ormas
adalah faktor kurangnya manfaat yang dirasakan, target yang hendak dicapai,
pelaksanaan program, kurangnya sumber daya dan tingkat kepatuhan yang rendah.
Oleh karena itu, disarankan kepada pemerintah untuk membuat regulasi yang kuat
dalam aspek pengawasan ormas, mensosialisasikan kebijakan pengawasan ormas,
memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dalam hal pengawasan ormas,
mendororong ormas membentuk badan usaha dan membuat aplikasi monitoring
ormas.

Kata kunci: Ormas, Pengawasan, Strategi, Kebijakan
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ABSTRACT

Implementation of the Supervision Policy for Religious Mass Organizations
at the Ministry of Internal Affairs
Fandi Prawira Gustama®, Arifiani Widjayanti?, Firman Hadi Rivai®
Politeknik STIA LAN Jakartal>3
fandigustama@gmail.com

Two decades after reform, democracy in Indonesia has fluctuated. As one of the
important pillars of democracy, mass organizations play a role in fighting for
people's civil rights in public spaces. Of course, there are many problematic
dynamics of mass organizations in Indonesia, such as thuggery by members of mass
organizations, dualism in leadership of mass organizations and other problems. In
this case, the government has a policy of monitoring mass organizations to
overcome various problems of mass organizations in Indonesia. In this thesis, the
author looks at the factors that cause the implementation of monitoring policies for
mass organizations to be less than optimal and what strategies can be used to
overcome obstacles to monitoring these mass organizations. The existing problems
are described and analyzed using Grindle Theory which looks at implementation
from two factors, namely the content of policy and the context of implementation.
The technique used is a qualitative approach with data obtained through literature
study and resource interviews. In research, it is known that the factors that influence
non-optimal implementation of mass organization supervision policies are the lack
of perceived benefits, targets to be achieved, program implementation, lack of
resources and low levels of compliance. Therefore, it is recommended for the
government to create strong regulations in the aspect of monitoring mass
organizations, socialize policies on monitoring mass organizations, give
appreciation to local governments in terms of monitoring mass organizations,
encourage mass organizations to form business entities and create applications for
monitoring mass organizations.

Keywords: Mass Organization, Supervision, Strategic, Policy
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah salah satu aktor penting dalam
pembangunan negara demi tercapainya tujuan bangsa Indonesia. Sebagai salah satu
pilar penting dalam demokrasi, Ormas berperan dalam memperjuangkan hak-hak
sipil masyarakat dalam ruang umum. Ormas tidak hanya sebagai penghubung
rakyat dan negara, tapi juga mitra pemerintah dalam melaksanakan kontribusi
positif pembangunan berkelanjutan di Indonesia (Hardiansyah & Randi, 2016, 49-
67).

Keberadaan Ormas ini diatur dalam konstitusi negara yang menyebut
masyarakat bebas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan berpendapat. Hal
tersebut sebagai wujud perlindungan negara terhadap hak asasi manusia (Budi et.
al., 2018: 43). Meskipun demikian, Ormas mempunyai koridor dalam bertindak
sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Ormas
dan ketentuan UU Ormas yang berlaku.

Dalam putusan MK Nomor 82/PUU-X1/2013 dikatakan bahwa masyarakat
Indonesia diperbolehkan untuk mendirikan Ormas dan tidak diwajibkan untuk
melakukan pendaftaran di pemerintah atau pemerintah juga tidak bisa menetapkan
Ormas tersebut sebagai Ormas terlarang sepanjang tidak melakukan kegiatan yang
dapat mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Hal ini juga ditegaskan
bahwa pendaftaran adalah bentuk pendataan Ormas guna memudahkan pemerintah
dalam memberikan bantuan dana, memfasilitasi kegiatan setiap Ormas dan

memberdayakan Ormas dalam program yang dilakukan pemerintah.



Tabel 1.1 Data Ormas di Indonesia

No. Jenis Pendaftaran/Perizinan Jumlah Ormas

Badan Hukum Ormas yang Perkumpulan : 217.428

1 | terdaftar di Kementerian Hukum

Yayasan : 336.186
dan HAM

Surat Keterangan Terdaftar
(SKT) yang terdaftar di 1.929 SKT

: Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah
Izin Prinsip Ormas Asing yang
3 | terdaftar di Kementerian Luar 45 Izin Prinzip

Negeri

Total 555.588 Ormas
*Data disarikan dari Kemendagri pada tanggal 14 Agustus 2022.

Diketahui dari data Kemendagri pada Tabel 1.1 bahwa Ormas yang terdaftar di
Indonesia berjumlah 555.588. Jumlah tersebut meliputi Ormas yang terdaftar
sebagai Badan Hukum di Kemenkumham yang berbentuk perkumpulan dan
Yayasan, Ormas yang terdaftar melalui SKT di Kemendagri dan Ormas Asing yang
mendapat izin Prinsip dari Kemenlu. Dari data tersebut, bisa diketahui bahwa
pendaftaran Ormas terbanyak ada pada Kemenkumham yang memakai aplikasi
online dalam sistem pendaftaran Ormas. Hal ini tentunya mempunyai sisi positif
dan negatif yang timbul akibat kemudahan sistem pendaftaran online di
Kemenkumham.

Pasca diterbitkannya UU Ormas tahun 2017, beragam kontroversi dan
permasalahan mewarnai dinamika kebijakan Organisasi Kemasyarakatan. Apabila
menilisik kembali catatan dari tahun 2017, dikeluarkannya UU No. 16 tahun 2017
tentang Ormas merupakan respon atas lemahnya penindakan Ormas-Ormas yang

melanggar ideologi bangsa. Pemerintah memiliki keterbatasan dalam menindak



Ormas berideologikan selain Pancasila (Zulianto et. al., 2020: 423). Oleh karena
hal tersebut pengawasan dan penindakan hukum atas Ormas yang melanggar
diperketat dan dapat diberi sanksi berat. Hal ini yang kemudian menjadikan dasar
pemerintah dalam memberlakukan pengawasan ketat terhadap kehadiran Ormas di
Indonesia guna mencegah paham-paham yang merugikan bangsa Indonesia.
Namun dengan adanya konstitusi UUD 1945, pemerintah juga memberikan hak
seluas-luasnya dan melindungi setiap warganya dalam mendirikan ormas
(berserikat).

Menurut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), kebebasan sipil yang dipotret
antara tahun 2017 — 2021 diketahui ada pada hasil “sedang” (capaian 60-80 poin)
dengan penjabaran tiap tahun yaitu pada tahun 2017 sebesar 78,75; tahun 2018
sebesar 78,46; tahun 2019 sebesar 77,20; tahun 2020 sebesar 79,40; dan tahun 2021
sebesar 79,21 (lihat Grafik 1.1). Melihat hasil capaian tersebut, dapat dipahami
bahwa kebebasan masyarakat berjalan dengan aman dan lancar, tidak buruk namun
tidak baik (sedang). Kebebasan yang demikian patut diberikan atensi yang lebih
mengingat Indonesia sebagai negara demokrasi menjunjung hak-hak sipil

masyarakat khususnya dalam membentuk suatu Organisasi (berserikat).

Gambar 1.1 Capaian Aspek Kebebasan Sipil Dalam IDI
Tahun 2017 — 2021
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*Data disarikan dari rilis IDI oleh BPS
Hal berbeda diperlihatkan oleh Freedom House pada skor Civil Liberties,

Indonesia mengalami penurunan dari tahun 2017 yang semula mencapai 34 poin



kemudian konstan turun hingga tahun 2022 mencapai 29 poin (lihat Tabel 1.1).
Capaian skor tersebut banyak dipengaruhi oleh kasus kebebasan berpendapat dan
berkeyakinan yang terhambat oleh faktor intimidasi khususnya dari kelompok
ekstremis/garis keras.
Tabel 1.2 Capaian Skor Kebebasan Indonesia menurut Freedom House,
Tahun 2017 — 2022

. o Global
Political Civil
No.  Tahun ) o Freedom Kategori
Rights Liberties

Score
1 2017 31/40 34/60 65/100 Partly Free
2 2018 30/40 34/60 64/100 Partly Free
3 2019 30/40 32/60 62/100 Partly Free
4 2020 30/40 31/60 61/100 Partly Free
5 2021 30/40 29/60 59/100 Partly Free
6 2022 30/40 29/60 59/100 Partly Free

*Data disarikan Freedom House.

Melihat perjalanan dua dekade pasca reformasi tahun 1998, berbagai aktivitas
kelompok ekstremisme yang secara nyata menyimpang dari ajaran Pancasila telah
menginspirasi berbagai Ormas khususnya Ormas Keagamaan untuk mendirikan
dan menyebarkan paham-paham yang tentunya dilarang di Indonesia seperti paham
Khilafah. Secara perlahan, ideologi tersebut telah menggerus nilai-nilai kebangsaan
dan toleransi dalam Pancasila dan UUD 1945 (Robingatun, 2017).

Melihat dinamika tersebut, pemerintah selaku pihak yang berwenang dalam
mengelola dan mengawasi Ormas dalam hal ini Kemendagri, membentuk Tim

Terpadu Pengawasan Ormas yang bertujuan mengawasi Ormas Berbadan Hukum



maupun tidak Berbadan Hukum di seluruh Provinsi di Indonesia. Hal ini
sebagaimana amanat dalam pasal 47 ayat (1) PP Nomor 58 Tahun 2016 tentang
pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas bahwa pengawasan Ormas
dilakukan melalui monitoring dan evaluasi oleh Tim Terpadu.
Pengawasan Ormas merupakan suatu upaya pemerintah dalam mendorong
Ormas untuk berperan membangun Indonesia sesuai dengan cita-cita bangsa
indonesia. Selain itu, Ormas diwajibkan untuk menerapkan dasar ideologi Pancasila
dan UUD 1945 dalam setiap aktivitas kegiatannya. Khusus dalam pasal 59 ayat (4)
huruf ¢ UU Ormas, pemerintah melarang Ormas untuk menyebarkan dan
mengembangkan paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila. Paham-
paham tersebut termasuk Marxisme, Leninisme, Komunisme, dan Khilafah.
Lemahnya pengawasan tentunya berdampak buruk bagi negara. Di Pakistan
contohnya, dampak dari buruknya pengawasan Ormas berakibat pada beberapa hal
krusial, seperti yang disebut oleh Nisa, et. al. (2020, 67-73) meliputi:
1.  Kurangnya transparansi pengeluaran Ormas yang berakibat pada tingginya
tingkat korupsi.
2. Aliran dana kepada kelompok teroris dari Pakistan yang tidak terdeteksi.
3. Adanya agenda luar negeri yang mengancam keamanan dalam negeri.
4. Pengaruh politis dari individu/kelompok yang berpengaruh sehingga
menggerakan organisasi kearah tujuan yang dikehendaki.
5. Munculnya “Ghost NGO” yang hanya menghendaki bantuan dana dari
pemerintah Pakistan.
Melihat buruknya dampak pengawasan Ormas di Pakistan tersebut, pemerintah
Indonesia tentunya dapat belajar dari problematika negara lain dan membenahi
kinerja pengawasan Ormas di Indonesia. Dalam mengawasi Ormas, pemerintah
membentuk Tim Terpadu Pengawasan Ormas. Namun dari data Kemendagri bahwa
sampai dengan September 2023 baru terbentuk 217 tim (39,60%) dari seluruh
daerah di Indonesia dengan rincian pada tingkat provinsi yang sudah terbentuk
sebanyak 31 tim (91,18%) dan pada tingkat Kabupaten/Kota yang sudah terbentuk
sebanyak 186 tim (36,19%). Tiga provinsi yang belum membentuk Tim antara lain



DKI Jakarta, Kepulauan Riau dan Papua. Meski pemerintah melalui Kementerian
Dalam Negeri dan pemerintah daerah telah membentuk Tim Terpadu Pengawasan
Ormas, tidak serta merta permasalahan Ormas dapat terselesaikan.

Serangkaian perilaku Ormas yang memanfaatkan celah hukum, kuasa
penguasa, dan problematika internal Ormas banyak mewarnai dinamika
permasalahan Ormas di Indonesia. Berdasarkan dokumen laporan FGD Tim
Terpadu Pengawasan Ormas pada tanggal 16 Mei 2023, beberapa masalah yang
mewarnai dinamika pengawasan Ormas diantaranya Ormas melanggar ketentuan
penggunaan nama, lambang, bendera atau atribut lembaga pemerintahan. Apabila
dicermati, banyak Ormas yang memakai, menyerupai, dan berperilaku sebagai
lembaga penegak hukum (TNI, POLRI, KPK, BIN, dan seterusnya) dengan
berpakaian seragam dinas militer lengkap dengan atribut gelar kepangkatan. Hal ini
tentunya dilarang dan dapat menimbulkan keresahan di tengah masyarakat bahkan
dapat memunculkan perilaku arogan dan premanisme. Disamping itu, hal yang
menjadi pokok permasalahan ormas mengenai pendaftaran Badan Hukum
Perkumpulan/Yayasan Ormas di Kementerian Hukum dan HAM yang dilakukan
secara daring (online). Disatu sisi pendaftaran online ini berdampak positif dengan
semakin mudahnya masyarakat mendaftarkan secara legal Perkumpulan/Yayasan
Ormas di pemerintah, namun disisi lain kemudahan yang didapat tersebut
dimanfaatkan oleh individu/kelompok yang memiliki niat buruk untuk
mendapatkan bantuan dana hibah Ormas dari pemerintah, maupun Ormas terlarang
(berideologi selain Pancasila) yang melegalkan diri untuk berkegiatan
menyebarkan paham-pahamnya di Indonesia.

Permasalahan yang terpenting juga mengenai ormas yang berideologikan
radikal tersebut adalah eksistensi mereka dengan mengatasnamakan
agama/melabeli dirinya sendiri dengan identitas ormas keagamaan. Sehingga
persepsi yang terbangun di masyarakat adalah ormas radikal banyak bermunculan
dan berkembang di agama tertentu. Hal ini yang perlu menjadi bahan pertimbangan
pengawasan ormas khususnya pengawasan ormas keagamaan. Namun dalam

mengawasi, perangkat aturan yang digunakan belum komprehensif menjangkau



permasalahan ormas keagamaan radikal ini. Mengingat tidak ada aturan yang
mengatur Kementerian Agama untuk dapat ikut mengawasi ormas keagamaan.
Padahal seyogyanya keikutsertaan Kementerian Agama penting dalam upaya
menghalau perkembangan ideologi radikal yang masif. Untuk itu pengawasan
Ormas menjadikan hal penting dilakukan. Susanti et. al. (2023, 162-175) dalam
penelitiannya menyebut pengawasan Ormas dilakukan oleh pemerintah dalam hal
ini Kesbangpol Provinsi melalui Tim Terpadu meski dalam penelitian tersebut tidak
melihat pengawasan Ormas dari internal Ormas dan eksternal melalui masyarakat
umum. Oleh karena itu dari beberapa kondisi tersebut, penelitian ini berusaha
melihat berbagai dinamika masalah Ormas khususnya yang berkaitan dengan
pengawasan Ormas Keagamaan dengan perpektif pengawasan internal Ormas dan

eksternal oleh pemerintah dan masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Dalam melihat kebijakan pengawasan Ormas Keagamaan di Indonesia,
penelitian ini  mengindentifikasi beberapa masalah yang mempengaruhi
keberlangsungan pengawasan Ormas, sebagai berikut:

1. Ormas dilarang memakai atribut yang menyerupai aparat pemerintah,
namun faktanya banyak yang menyerupai TNI/Polri baik dari sisi atribut
pakaian maupun tugas fungsi dari aparat keamanan.

2.  Kemudahan pendaftaran Ormas secara online di Kemenkumham banyak
menimbulkan masalah baru yang problematik.

3. Sesuai dengan ketentuan UU Ormas, pemerintah melarang adanya
ideologi yang dianut Ormas selain dari pada Pancasila, namun masih ada
Ormas berideologi radikal yang menyebarkan paham-pahamnya.

4.  Pengawasan Ormas merupakan bentuk kontrol pemerintah dalam
mengelola dan menertibkan Ormas, namun belum seluruh daerah

membentuk Tim Terpadu Pengawasan Ormas.



C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan
pertanyaan penelitian, sebagai berikut:
1. Mengapa implementasi kebijakan pengawasan Ormas saat ini belum
optimal?
2. Bagaimana strategi peningkatan pengawasan Ormas dalam upaya untuk

mengatur dan memberdayakan Ormas?

D. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas
adalah sebagai berikut:
1.  Melihat sejaunmana implementasi kebijakan Pengawasan Ormas yang
diberlakukan di Indonesia.
2. Menyusun strategi untuk mengatasi faktor-faktor penghambat
implementasi kebijakan pengawasan Ormas dalam upaya mengatur dan
memberdayakan Ormas guna mendukung program-program yang

dilakukan oleh pemerintah.

E. Manfaat Penelitian
1.  Manfaat Akademis
Dalam dunia akademis, penelitian ini bisa menjadi sarana sumber
bahan masukan kepada para penulis lain untuk ikut menggali topik terkait
kebijakan pengawasan Ormas yang di implementasikan saat ini.
2. Manfaat Praktis
Dalam kaitannya dengan Keormasan, penelitian ini mempunyai
manfaat sebagai bentuk referensi bagi seluruh pihak baik itu para
pemangku kebijakan (Pemerintah) maupun masyarakat luas untuk menjadi

bahan evaluasi kebijakan pengawasan Ormas.



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa implementasi
kebijakan pengawasan Ormas dapat dikategorikan tidak optimal. Hal ini terjadi
karena banyaknya hambatan-hambatan yang tidak terselesaikan dan kurangnya
penanganan lebih lanjut. Faktor kegagalan yang disebabkan karena tugas
pengawasan hanya dibebankan kepada Kemendagri, anggaran yang tidak
cukup, sumber daya manusia yang terlalu sedikit, sanksi yang tidak tegas
terhadap ketidakpatuhan ormas dalam pelaporan dan pelanggaran yang
dilakukan dan pengetahuan masyarakat yang rendah. Hal ini dikarenakan
lemahnya kapasitas implementasi dalam menanggulangi hambatan yang timbul
pada proses implementasi.

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan,
bahwa kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan pengawasan Ormas dapat dikategorikan tidak
optimal. Faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan
pengawasan ormas sebagai berikut:

a. Pembaharuan yang hendak dicapai; Pembaharuan yang diinginkan
dalam pengawasan ormas adalah ormas yang taat aturan dalam arti
setiap kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh ormas tersebut selalu
pada koridor hukum yang berlaku. Perubahan ini dapat tercapai apabila
pemerintah kebijakan ini sesuai dengan landasan/regulasi yang kuat.
Namun UU Ormas yang ada masih belum mampu mengatasi
permasalahan Ormas yang kompleks

b. Pelaksana Program; Kurangnya peran dari Tim Terpadu karena banyak
daerah yang belum membentuk Tim Terpadu. Hal ini yang
menyebabkan pelaksanaan program kebijakan pengawasan ormas tidak

berjalan optimal.
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c. Sumber daya yang dilibatkan; Minimnya sumber daya baik itu SDM
maupun anggaran yang ada di pemerintah maupun internal ormas juga
menghambat jalannya pengawasan ormas.

d. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor; Kekuasaan yang dimiliki
oleh Tim Terpadu bisa dikatakan tidak mempunyai kewenangan kuat.
Karena fungsi dari Tim tersebut hanya sebatas monitoring dan evaluasi
dengan output adalah saran pertimbangan/rekomendasi kepada para
pemangku kebijakan.

e. Karakteristik institusi dan Rezim yang berkuasa; Aturan yang berlaku
hingga sekarang tidak mengalami perubahan. Hal ini menunjukkan
bahwa karakteristik pemerintah dan rezim dengan tidak memasukkan
kebijakan pengawasan ormas dalam agenda prioritas.

f. Kepatuhan dan Responsifitas; Tingkat kepatuhan pemerintah daerah
yang rendah dalam hal membentuk Tim Terpadu dan pengawasan ormas
secara keseluruhan. Belum ada respon yang meningkatkan signifikan
pengawasan ormas.

. Strategi pengawasan Ormas dalam upaya untuk mengatur dan mengawasi

organisasi kemasyarakatan (Ormas) dilakukan dengan harapan perbaikan

pada beberapa aspek yaitu:

a. Pada faktor pembaharuan yang hendak dicapai; strategi penyelesaian
masalahnya adalah 1) melakukan revisi aturan Ormas dengan
melibatkan Kemenag dalam pengawasan dan pemberian sanksi kuat
hingga kewajiban pelaporan ormas, 2) Membentuk badan/instansi yang
khusus mengurus berbagai masalah ormas, dan 3) Pembinaan dan
Pemberdayaan Ormas yang sesuai aturan.

b. Pada faktor pelaksana program; strategi penyelesaian masalahnya
adalah 1) pemanfaatan unsur birokrasi terkecil (RT/RW) dalam
menggalakan fungsi pengawasan lingkungan, 2) memberikan
penghargaan/apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah

membentuk dan menjalankan Tim Terpadu secara efektif dan efisien,
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dan 3) melibatkan unsur swasta dan organisasi internasional dalam
mengawasi Ormas.

Pada faktor sumber daya yang dilibatkan; strategi penyelesaian
masalahnya adalah 1) mendorong ormas untuk mandiri dengan
mendirikan badan usaha dengan memperhatikan aturan yang ada, 2)
merekrut SDM yang kompeten dengan memperhatikan ketersediaan
anggaran, dan 3) mengadakan pelatihan kompetensi bidang
pengawasan guna memberikan efisiensi terhadap ketersediaan SDM
yang tersedia.

Pada faktor kekuasaan, kepentingan dan strategi para aktor; strategi
penyelesaian masalahnya adalah 1) memperkuat fungsi Tim Terpadu
Pengawasan Ormas dengan menambahkan fungsi penjatuhan sanksi
dan pemutusan kebijakan terkait pengawasan ormas, 2) menjadikan
Tim Terpadu sebagai Badan Pengawas Ormas, dan 3) memberikan
kewenangan Tim Terpadu untuk langsung melapor kepada Presiden.
Pada faktor karakteristik intitusi dan rezim yang berkuasa; strategi
penyelesaian masalahnya adalah 1) desentralisasi fungsi pengawasan
ormas kepada kementerian lainnya, 2) memasukkan agenda
pengawasan ormas kedalam RPJMN dan Indeks kinerja daerah
sehingga menjadi agenda prioritas, dan 3) evaluasi setiap tahun oleh
pemerintah pusat dan daerah terhadap proses pengawasan yang
dilakukan

Pada faktor kepatuhan dan respon; strategi penyelesaian masalahnya
adalah 1) memberlakukan reward and punishment kepada ormas
dengan ketentuan diatur dalam peraturan, 2) memberlakukan kewajiban
mendaftar ulang bagi seluruh Ormas dengan melampirkan bukti
pelaporan yang valid dan sah kepada pemerintah, dan 3) pembuatan
aplikasi monitoring ormas oleh pemerintah yang wajib dimiliki setiap

pemerintah daerah maupun Ormas.
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B. Saran

Berdasarkan pada poin kesimpulan diatas, saran yang dapat

direkomendasikan kepada pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri

selaku instansi yang mengurus pengawasan ormas, sebagai berikut:

1.

Meskipun mempunyai UU Ormas namun efektifitas pelaksanaannya masih
dirasa belum optimal, sehingga perlu adanya revisi aturan baru yang
memperkuat posisi Kemenag dalam mengawasi ormas keagamaan serta
penjatuhan sanksi yang lebih kuat dan mengikat bagi ormas.

Eksistensi Tim Terpadu di daerah sebagai pelaksana kebijakan tidak optimal
keberadaannya, sehingga pemerintah pusat perlu memberikan
apresiasi/penghargaan bagi daerah yang telah membentuk Tim Terpadu dan
telah melaksanakan pengawasan ormas secara komprehensif.

Keterbatasan pembiayaan menjadi hambatan dalam pengawasan ormas,
sehingga pemerintah perlu mendorong ormas agar memiliki badan usaha
sendiri sebagai sumber pendanaan selama tidak bertentangan dengan
hukum.

Tim Terpadu yang ada sekarang hanya memiliki fungsi monitoring dan
evaluasi, sehingga perlu diberikan penguatan dan kapasitas memutuskan
kebijakan serta penjatuhan sanksi yang diatur kemudian dalam
Permendagri.

Saat ini pemerintah belum serius memprioritaskan pengawasan ormas,
sehingga perlu memasukkan agenda pengawasan ormas kedalam RPJMN
dan Indeks Kinerja Gubernur guna menjadikan agenda prioritas nasional.
Dalam mengadaptasi perkembangan teknologi yang ada, pemerintah perlu
menerapkan online monitoring dengan pembuatan aplikasi monitoring

ormas yang wajib dimiliki oleh pemerintah daerah dan setiap ormas.
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